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ABSTRAK 

 

STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ASAS  

LEGALITAS DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL 

 

 

Oleh 

ARBI JUNIAWAN 

Pembaruan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan hukum 

dengan perkembangan nilai sosial, politik, dan budaya. Salah satu aspek penting  

adalah pergeseran asas legalitas; KUHP lama hanya mencakup hukum tertulis, 

sedangkan KUHP Nasional menambahkan asas legalitas materiil yang mengakui 

hukum adat atau "living law" sebagai dasar pemidanaan. Permasalahan penelitian 

ini adalah: Apakah urgensi pembaruan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP 

Nasional? dan bagaimana perbandingan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP 

Nasional? 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian 

normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

kepustakaan. Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang 

digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu aturan 

hukum dengan aturan hukum yang lain. Prosedur pengumpulan data dalam 

penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan 

analisis kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-

kenyataan yang diperoleh dari penelitian. 

Penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan asas legalitas dari KUHP lama 

ke KUHP Nasional, beralih dari asas formil yang kaku ke asas materiil yang lebih 

substantif. Asas materiil ini mendukung keadilan yang lebih manusiawi dengan 

mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai masyarakat, dan hak asasi manusia.  

pembaharuan ini sangat penting untuk menghadapi dinamika sosial, memberikan 

fleksibilitas, dan memastikan sanksi tidak hanya didasarkan pada aturan formal, 

tetapi juga pada proporsionalitas. KUHP Nasional berusaha menyeimbangkan 

kepastian hukum dengan fleksibilitas, berbeda dengan KUHP lama yang rigid.  

Secara keseluruhan, pembaruan ini meningkatkan relevansi dan integritas hukum 

pidana Indonesia, membuat sistem hukum lebih sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer
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Saran yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah dan Lembaga Pembentuk 

Peraturan untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi KUHP 

Nasional, khususnya pada pembaruan asas legalitas. Dalam penegakan hukum, 

perlu ada kebijakan yang jelas, agar nilai-nilai lokal dihormati, dan penegak hukum 

sebaiknya berpikir progresif. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang 

perubahan dalam KUHP dan asas legalitas baru melalui sosialisasi dan pendidikan 

hukum, dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah yang 

berkaitan dengan hukum adat akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan 

hukum. 
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ABSTRACT 

COMPARATIVE STUDY OF THE FORMULATION POLICY OF THE 

PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE CRIMINAL CODE AND THE 

NATIONAL CRIMINAL CODE 

By  

ARBI JUNIAWAN 

 

The reform of criminal law in Indonesia aims to align the legal system with the 

evolving social, political, and cultural values. One significant aspect is the shift in 

the principle of legality; the old Criminal Code (KUHP) solely relied on written 

law, while the National Criminal Code incorporates the principle of material 

legality, recognizing customary law or living law as a basis for criminal sanctions. 

The research questions are: What is the urgency of reforming the principle of 

legality in the Criminal Code and the National Criminal Code? And how does the 

principle of legality compare between these two codes? 

This research employs a normative juridical method using a comparative approach. 

Normative research examines legal materials through library research, while the 

comparative approach compares one legal provision with another. Data collection 

in this study was conducted through library research, analyzed qualitatively to draw 

conclusions that elucidate the findings from the study. 

The study reveals the importance of updating the principle of legality from the old 

Criminal Code to the National Criminal Code, transitioning from a rigid formal 

principle to a more substantive material principle. The material principle promotes 

more humane justice by considering social contexts, societal values, and human 

rights. This reform is crucial for addressing social dynamics, providing flexibility, 

and ensuring that sanctions are not only based on formal rules but also on 

proportionality. The National Criminal Code seeks to balance legal certainty with 

flexibility, contrasting with the rigid nature of the old Criminal Code. Overall, this 

reform enhances the relevance and integrity of Indonesia's criminal law system, 

making it more consistent with modern legal principles and responsive to 

contemporary societal needs. 
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The author suggests that the government and legislative bodies conduct an in-depth 

study on the implementation of the National Criminal Code, particularly 

concerning the reform of the principle of legality. In law enforcement, clear policies 

should ensure respect for local values, and law enforcers should adopt a 

progressive mindset. The public also needs to be educated about the changes in the 

Criminal Code and the new principle of legality through legal education and 

socialization. Involving the community in drafting local regulations related to 

customary law will enhance the legitimacy and acceptance of the law. 

 

Keywords: Comparison, Formulation, Principle of Legality 
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MOTTO 

 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286) 

 

 

”Kekuranganmu akan dianggap sempurna oleh hati yang ditakdirkan untukmu” 

(Al Habib Umar bin Hafidz) 

 

 

 

“Hatiku tenang karena mengetatahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak tidak akan 

pernah melewatkanku” 

(Umar bin Khattab) 

 

“Diri kita menunjukkan apa yang sering kita lakukan. Jadi, kebaikan bukanlah 

sebuah tindakan, melainkan kebiasaan” 

(Aristoteles) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembaharuan hukum pidana adalah upaya untuk meninjau dan membentuk kembali 

hukum pidana agar sejalan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. 

Proses ini memerlukan penggalian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia 

agar hukum pidana yang dihasilkan mencerminkan sosio-politik, sosio-filosofis, 

dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat tersebut.1 Dengan demikian, pembaharuan 

hukum pidana dapat dipahami sebagai langkah untuk menggantikan hukum pidana 

yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik.2  

Pada dasarnya, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian integral dari politik 

sosial. Oleh karena itu, proses pembaharuannya harus selaras dengan kebijakan 

politik sosial lainnya, mengingat hukum secara umum, termasuk hukum pidana, 

merupakan bagian tak terpisahkan dari aspek-aspek sosial dalam masyarakat 

indonesia.3 Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga tidak dapat dipisahkan dari 

politik hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan.  

 
1 Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm: 99. 

hlm. 101. 
2 Maroni. Pengantar Politik Hukum Pidana, Lampung: Aura, 2016, hlm. 21. 
3 Ibid. hlm: 12. 



2 

Aspek-aspek pembaruan hukum pidana mencakup hukum pidana material atau 

substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan 

pidana. Menurut Gustav Radbruch, pembaruan hukum pidana tidak hanya 

bermakna memperbaiki, tetapi juga menggantikannya dengan sistem yang lebih 

baik.4 Dalam upaya ini, metode perbandingan hukum pidana dapat digunakan untuk 

mengevaluasi serta mengadopsi praktik terbaik dari berbagai sistem hukum di dunia 

sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

Terdapat berbagai istilah asing terkait perbandingan hukum, seperti Comparative 

Law, Comparative Jurisprudence, dan Foreign Law dalam bahasa Inggris, Droit 

Comparé dalam bahasa Prancis, Rechtvergelijking dalam bahasa Belanda, serta 

Rechtvergleichung atau Vergleichende Rechtslehre dalam bahasa Jerman.5 Menurut 

Romli Atmasasmita, perbandingan hukum merupakan disiplin ilmu hukum 

sekaligus cabangnya, yang awalnya diartikan sebagai metode untuk memahami 

sistem hukum di berbagai negara.6 

Tujuan perbandingan hukum dibagi oleh Van Apeldorn menjadi dua, yakni tujuan 

teoritis untuk memahami hukum sebagai fenomena global melalui telaah terhadap 

hukum masa lalu dan hukum kontemporer, serta tujuan praktis sebagai sarana untuk 

menciptakan ketertiban masyarakat, pembaruan hukum nasional, serta memberikan 

pengetahuan kepada pembuat undang-undang dan hakim. Soedarto menambahkan 

 
4 Maroni, Op.Cit. hlm. 6-7 
5 Barda Nawawi A, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali, Jakarta, hlm.3. 
6 Dika Wicaksono,Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau 

Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 

Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. hlm. 181-196. 
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bahwa manfaat perbandingan hukum meliputi unifikasi dan harmonisasi hukum, 

pencegahan chauvinisme hukum nasional, pemahaman hukum asing, serta 

pembaruan hukum.7 

Hukum pidainai sendiri mengaitur kehidupain bermaisyairaikait dain memiliki aisais 

legailitais sebaigaii aisais pokok, yaing bertujuain melindungi keaidilain individu dairi 

kesewenaing-wenaingain penguaisai. Naimun, ketikai aisais legailitais formil berhaidaipain 

dengain hukum aidait Indonesiai, muncul taintaingain keaidilain untuk maisyairaikait dain 

individu, yaing kemudiain melaihirkain konsep aisais legailitais maiteril.8 Sebaigaii bentuk 

penyesuaiiain terhaidaip nilaii-nilaii lokail yaing hidup di tengaih maisyairaikait. 

Aiturain mengenaii kekuaitain berlaikunyai hukum pidainai menurut waiktu saingait 

fundaimentail dailaim hukum pidainai kairenai menentukain peneraipain hukum terhaidaip 

tindaik pidainai paidai waiktu tertentu. Oleh sebaib itu, saingait waijair dailaim hukum 

pidainai suaitu negairai aisais ini disebutkain pertaimai kaili dailaim aiturain hukum 

pidainainyai. Seperti dailaim Paisail 1 KUHP Indonesiai, Paisail 1 KUHP Koreai, Paisail 2 

KUHP Thaiilaind, Paisail 1 dain 2 KUHP Polaindiai sertai Paisail 3 KUHP Norwegiai.9 

Prinsip-prinsip seperti aisais legailitais dain aisais temporis delicti memiliki konsekuensi 

logis, seperti dailaim aisais legailitais, di mainai perbuaitain jaihait yaing tidaik tercaintum 

dailaim hukum pidainai tidaik daipait dijerait hukum. Dengain tidaik dicaintumkainnya i 

dailaim hukum pidainai, maikai perbuaitain tersebut lepais dairi jerait hukum berdaisairkain 

aisais legailitais.10  

 
7 Ibid. 
8 Ahmad bahiej. “Asasa legalitas materil: mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan 

masyarakat”. Jurnal Asy-syira’ab. Vol 3. Edisi Kusus 2009. hlm 130 
9 Barda Nawawi arief. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo persada. 1990. hlm79-

80 
10 Ahmad Bahiej. Op.Cit. hlm130 
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Negairai Indonesiai menggunaikain duai versi KUHP yaing berbedai, yaiitu UU No. 1 

Taihun 1946 dain UU No. 73 Taihun 1958. Hail ini menimbulkain duailisme hukum dain 

ketidaik aidilain. Oleh kairenai itu, perlu dilaikukain pembaihairuain KUHP secairai 

menyeluruh untuk menyesuaiikain dengain kondisi modern Indonesiai, nilaii-nilaii 

baingsai, dain prinsip keaidilain dain keberlainjutain dailaim konteks maisyairaikait 

indonesiai.11 

Aimainait pembairuain hukum pidainai telaih dimulaii dengain Rekomendaisi Seminair 

Hukum Naisionail I paidai Taihun 1963, yaing menekainkain pentingnyai penyelesaiiain 

raincaingain kodifikaisi hukum pidainai naisionail dailaim waiktu dekait. Sebaigaii laingkaih 

aiwail, paidai Taihun 1964, konsep pertaimai KUHP Naisionail mulaii dibaihais. 

Selainjutnyai, konsep-konsep KUHP Naisionail berkembaing secairai bertaihaip, dimulaii 

dairi Konsep 1968, Konsep 1971/1972, hinggai Konsep 1982/1983, yaing kemudiain 

berkembaing menjaidi Konsep 1987/1988.  

Konsep 1987/1988 ini terus dikaiji dain diperbaiiki hinggai menghaisilkain Konsep 

1991/1992, yaing mengailaimi revisi saimpaii Mairet 1993. Setelaih itu, muncul konsep-

konsep bairu yaing berkembaing hinggai periode 2004-2008.12 Hinggai taihun 2012, 

raincaingain KUHP Naisionail terutaimai menitikberaitkain paidai pengaiturain Paisail 1 

tentaing aisais legailitais formil dain Paisail 2 tentaing aisais legailitais maiteril. Sebelum 

haidirnyai Konsep 2012, keduai aisais legailitais, baiik formil maiupun maiteril, 

dirumuskain dailaim Paisail 1 KUHP.13  

 
11 Hukum Online. Inilah Perundang-undangan yang berperan mengubah KUHP. Dilihat pafda 27 

april. 2024.  
12 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm.96 Lihat juga Barda Nawawi Arief. 20011.Bunga Rampai 

Kebijaka Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru, Kencana Prenada Media 

Group.Jakarta 
13 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2012 
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Penegaikain hukum terhaidaip perbuaitain yaing dilaikukain berdaisairkain kepaidai undaing-

undaing, sesuaii dengain aisais legailitais secairai formail, seperti yaing diaitur dailaim Paisail 

1 Aiyait (1) KUHP Naisionail. Naimun berbedai dengain aisais legailitais yaing dirumuskain 

di dailaim KUHP laimai, dailaim KUHP Naisionail memperluais perumusain aisais legailitais 

dengain perumusain aisais legailitais maiteril yaing ditegaiskain paidai Paisail 1 Aiyait (3).14  

Sebaigiain paikair hukum pidainai memaindaing baihwai pengaiturain tersebut merupaikain 

bentuk pengembaingain aitaiu perluaisain dairi aisais legailitais, naimun aidai pulai yaing 

menilaiinyai sebaigaii suaitu laingkaih mundur, khususnyai paidai ketentuain Paisail 1 Aiyait 

(3) dain Paisail 2 Aiyait (1) dailaim KUHP Naisionail. Paindaingain yaing berbedai ini 

menimbulkain polemik di kailaingain yuris Indonesiai, baihkain turut melibaitkain 

perdebaitain di aintairai yuris Belaindai. Perdebaitain tersebut mengingaitkain paidai 

kontroversi yaing pernaih terjaidi saiait Keraijaiain Belaindai berencainai memberlaikukain 

KUHP di Hindiai Belaindai, yaiitu aipaikaih hukum tersebut aikain diteraipkain secaira i 

meraitai baigi seluruh laipisain maisyairaikait di Hindiai Belaindai aitaiu hainyai untuk 

kelompok tertentu saijai.15  

Paisail 1 Aiyait (1) KUHP didailaimyai memaikaii kaitai-kaitai “Perundaing-undaingain 

Pidainai” bukain Undaing-undaing pidainai, ini beraiti bukain undaing-undaing dailaim airti 

formail saijai, tetaipi jugai meliputi semuai ketentuain yaing secairai maiteril merupaikain 

ketentuain undaing-undaing seperti peraiturain pemerintaih dain laiin sebaigaiinyai yaing 

memiliki delik dain aincaimain pidainai.16 Secairai singkait, aisais legailitais dailaim hukum 

pidainai menyaitaikain baihwai tidaik aidai kejaihaitain dain hukumain tainpai aidainya i 

 
14 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm. 78. 
15 ELSAM. 2005. Position paper Advokasi RUU KUHP Seri #1: Asasa Legalitas Dalam Rancangan 

KUHP. ELSAM.Jakarta. hlm10 
16 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka cipta, 2008, Jakarta, hlm. 25 
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ketentuain hukum yaing mengaitur. Meskipun maiyoritais penulis mendukung aisais ini, 

aidai jugai yaing menentaingnyai, termaisuk Utrecht dengain airgumen baihwai aisais 

tersebut daipait menghaimbait penegaikain hukum terhaidaip tindaikain yaing sehairusnya i 

dihukum dain menghailaingi peneraipain hukum pidainai aidait aitaiu hukum yaing hidup 

dailaim maisyairaikait yaing maisih relevain di Indonesiai. Hail ini mencerminkain 

kompleksitais dailaim meneraipkain aisais legailitais dailaim konteks hukum Indonesiai.17 

Aindi Haimzaih berpendaipait baihwai keberaidaiain aisais tersebut dailaim KUHP Indonesiai 

menciptaikain dilemai.  saitu sisi yang ada di dalam hal tersebut contohnya  seperti 

yaing digaimbairkain oleh Utrecht, hukum yaing hidup di tengaih maisyairaikait atau 

hukum kebiasaan masyarakat di setiap wilayah tertentu mencerminkain nilaii-nilaii 

yaing berkembaing, naimun menurut Aindi Haimzaih, tidaik mungkin semuai nilaii 

tersebut daipait dikodifikaisikain secairai menyeluruh kairenai aidainyai perbedaiain di 

aintairai maisyairaikait dain suku baingsai.  

Asais tersebut diperlukain untuk menjaimin kepaistiain hukum sertai melindungi haik-

hak aisaisi mainusiai dairi perlaikuain yaing tidaik aidil aitaiu sewenaing-wenaing oleh 

penguaisai dain haikim. Sebaigaii negairai berkembaing, dengain banyaknya pengailaimain 

dain pengetaihuain haikim yaing terkaidaing maisih diainggaip belum memaidaii, 

meninggailkain aisais tersebut dinilaii daipait menimbulkain risiko yaing besair.18 

Pembaihairuain aisais legailitais dairi KUHP laimai ke KUHP Naisionail jikai dilihait dairi 

isinyai, aisais legailitais paidai KUHP laimai diaitur di dailaim Paisail 1 yaing menyaitaikain: 

 
17 http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw Volume 1, Nomor 1, 2018. hlm 29 
18 Ibid. 

http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw
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(1) Tiaidai suaitu perbuaitain yaing daipait dihukum kecuaili didaisairkain paida i 

ketentuain pidainai menurut undaing-undaing yaing telaih diaidaikain lebih dulu. 

(2) Jikai terjaidi perubaihain di dailaim perundaing-undaingain setelaih perbuaitain itu 

dilaikukain, maikai dikenaikainlaih terhaidaip si tersaingkai ketentuain yaing pailing 

menguntungkain baiginyai. 

Rumusain aisais legailitais dailaim Paisail 1 Aiyait (1) KUHP laimai memiliki kaiitain erait 

dengain a isais lex temporis delicti, yaing mengaitur baihwai undaing-undaing yaing 

diteraipkain aidailaih undaing-undaing yaing berlaiku paidai saiait tindaik pidainai terjaidi. 

Aisais ini jugai dikenail sebaigaii aisais non retroaiktif, yaing melairaing peneraipain undaing-

undaing pidainai secairai surut.19 Selaiin itu, Paisail 1 Aiyait (1) KUHP laimai melairaing 

penggunaiain penaifsirain ainailogis dailaim hukum pidainai sebaigaii upaiyai untuk 

menjaimin kepaistiain hukum. 

Sedaingkain Aisais Legailitais dailaim KUHP Naisionail Aisais legailitais diaitur di dailaim 

Paisail 1 yaing berbunyi: 

(1) Tidaik aidai saitu perbuaitain pun yaing daipait dikenaii sainksi pidainai dain/aitaiu 

tindaikain kecuaili aitais perbuaitain pidainai dailaim peraiturain perundaing-

undaingain yaing telaih aidai sebelum perbuaitain dilaikukain. 

(2) Dailaim menetaipkain aidainyai Tindaik Pidainai dilairaing digunaikain ainailogi. 

 
19 RB Budi Prastowo. Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana. 

Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No. 2, ham. 172 
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Penjelaisain Paisail 1 Aiyait (1) menjelaiskain baihwai suaitu perbuaitain daipait diainggaip 

sebaigaii tindaik pidainai jikai diaitur aitaiu didaisairkain paidai peraiturain perundaing-

undaingain. Peraiturain perundaing-undaingain yaing dimaiksud mencaikup undaing-

undaing dain peraiturain daieraih. Aisais legailitais merupaikain prinsip utaimai dailaim 

hukum pidainai, sehinggai peraiturain yaing memuait aincaimain pidainai hairus sudaih aida i 

sebelum suaitu perbuaitain dilaikukain. Dengain demikiain, ketentuain pidainai tidaik 

diperbolehkain berlaiku secairai surut.20 

Paisail 1 Aiyait (2) yaing dimaiksud dengain "ainailogi' aidailaih penaifsirain dengain caira i 

memberlaikukain suaitu ketentuain pidainai terhaidaip kejaidiain aitaiu peristiwai yaing tidaik 

diaitur aitaiu tidaik disebutkain secairai eksplisit dailaim undaing-undaing dain peraiturain 

daieraih dengain cairai menyaimaikain aitaiu mengumpaimaikain kejaidiain aitaiu peristiwai 

tersebut dengain kejaidiain aitaiu peristiwai laiin yaing telaih diaitur dailaim undaing-undaing 

dain peraiturain daieraih. 

Perubaihain tersebut aikain berkaiitain erait dengain hukum yaing hidup di maisyraikait 

(living la iw). KUHP Naisionail mencerminkain prinsip living laiw yaing beraidaiptaisi 

dengain kebutuhain maisyairaikait kontemporer. Perubaihain tersebut menunjukkain 

evolusi hukum yaing terus-menerus, di mainai hukum tidaik hainyai bersifait staitis tetaipi 

jugai dinaimis sesuaii dengain perkembaingain sosiail, budaiyai, dain nilaii-nilaii yaing aidai. 

Dengain menyelairaiskain KUHP dengain reailitais perkembaingain zaimain, reformaisi 

hukum ini mencerminkain semaingait untuk menjaigai relevainsi dain keaidilain dailaim 

 
20 Website Hukum Online : https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-

dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/ diakses pada 16 Mei 2024 
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sistem hukum, memaistikain baihwai normai hukum tetaip relevain dain bermainfaiait baigi 

maisyairaikait yaing berubaih.21 

Menurut Sulistyowaiti Iriainto Living laiw esensinyai aidailaih hukum yaing senyaitai-

nyaitainyai diainut aitaiu berlaiku dailaim maisyairaikait. Dailaim studi plurailisme hukum 

dipaihaimi baihwai hukum negairai bukain saitu-saitunyai hukum yaing memonopoli 

perilaiku wairgai Maisyairaikait. Living laiw sebenairnyai aidailaih putusain haikim aitaiu 

otoritais dailaim komunitais, haisil ujiain terhaidaip teks hukum, dain inilaih hukum yaing 

sungguh aikain ditaiaiti, nyaitai berlaiku dailaim maisyairaikait.22 

Asas leigalitas dalam KUiHP barui yang meingatuir bahwa tidak ada peirbuiatan yang 

dapat dianggap seibagai tindak pidana keicuiali teilah diatuir dalam uindang-u indang 

dapat dikaitkan deingan prinsip nuilluim crimein, nu illa poeina sinei leigei yang 

meiruipakan bagian dari sisteim huikuim neigara-neigara yang meinganuit sisteim huikuim 

kontineintal, seipeirti yang diteirapkan di neigara-neigara Eiropa, ada beibeirapa neigara 

yang meinganuit sisteim huikuim kontimeintal teirmasuik neigara seipeirti Jeirman, Prancis, 

dan Beilanda.23 Prinsip ini meineikankan bahwa seiseiorang tidak dapat dihuikuim 

keicuiali atas dasar peilanggaran huikuim yang teilah diteitapkan seicara teigas dalam 

uindang-u indang yang beirlakui. 

Beirdasarkan peinjeilasan diatas ada beibeirapa hal yang meinarik di peirhatikan uintuik 

dikaji yaitui: Bagaimana stuidi peirbandingan asas leigalitas di dalam KUiHP deingan 

KUiHP Nasional dan Apakah uirgeinsi keibijakan peimbaharuian asas leigalitas dalam 

 
21 Website Fakultas Hukum Universitas Indonesia:https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-

hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/ diakses pada 16 Mei 2024 Pukul 9.13 Wib 
22 Ibid. 
23https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan 

kuhp-baru-lt645f50985c253/ diakses pada 16 Mei 2024 
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KUiHP Nasional. Beirdasarkan u iraian diatas, maka peinuilis teirtarik meingambil juiduil 

skripsi meingeinai: “Studi Perbandingan Kebijakan Formulasi Asas Legalitas 

Dalam KUHP Dan KUHP Nasional” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Peirmasalahan 

Beirdasarkan uiraian yang teilah dikeimuikakan diatas, maka peirmasalahan yang 

timbuil dalam peineilitian adalah: 

1. Apakah uirgeinsi peimbaharuian asas leigalitas dalam KUiHP dan KUiHP 

Nasional? 

2. Bagaimana Peirbandingan keibijakan formuilasi asas leigalitas dalam KUiHP 

dan KUiHP Nasional? 

 

2. Ruiang Lingkuip Peineilitian 

Ruiang lingkuip dalam peineilitian ini meilipuiti kajian ilmui huikuim pidana. Objeik 

peineilitian ini meinyangkuit Stuidi peirbandingan keibijakan formuilasi asas leigalitas 

dalam KUiHP dan KUiHP Nasional. Lokasi peineilitian dilakuikan di Fakuiltas Huikuim 

Uiniveirsitas Lampuing pada Tahuin 2024. 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tuijuian Peineilitian 

Beirdasarkan peirmasalahan dan ruiang lingkuip diatas, maka tuijuian dari peineilitian 

ini adalah: 

a. Uintu ik meingeitahuii uirgeinsi peimbaharuian keibijakan asas leigalitas dalam KUiHP 

Nasional.  
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b. Uintu ik meingeitahuii keibijakan formuilasi asas leigalitas di dalam KUiHP dan 

KUiHP Nasional. 

 

2. Keigu inaan Peineilitian  

Beirdasarkan tuijuian-tuijuian yang teilah diuiraikan diatas, maka diharapkan peinuilisan 

dan peimbahasan peinuilisan hu ikuim ini dapat meimbeirikan manfaat baik seicara 

teioritis mauipuin praktis yaitui: 

a. Keigu inaan Teioritis  

Seicara teioritis, hasil peineilitian ini dapat diguinakan uintuik peingeimbangan ilmui 

peingeitahu ian huikuim pidana teirkait peirbandingan asas leigalitas di dalam KUiHP dan 

KUiHP Nasional. 

 

b. Keigu inaan Praktis 

Seicara praktis, hasil peineilitian ini dapat diguinakan uintuik meinjadi bahan 

peirtimbangan bagi kalangan praktisi huikuim, jaksa, hakim dan advokat teirkait 

keibijakan formuilasi asas leigalitas dalam KUiHP dan KUiHP Nasional. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Keirangka Teioritis  

Keirangka teioritis adalah peinyu isuinan pola pikeir seicara sisteimatis meilaluii teiori- 

teiori huiku im yang meinduikuing peirmasalahan peineilitian. Teiori beirguina meinjadi titik 

tolak atau i landasan beirfikir dalam meimeicahkan suiatu i masalah. Keirangka teioritis 

yang diajuikan dalam meimbahas ruimuisan masalah peineilitian adalah keirangka 
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teioritis teintang konseip-konseip peirbandingan keibijakan formuilasi asas leigalitas 

dalam KUiHP dan KUiHP Nasional. 

 

a. Teiori Peirbandingan Huikuim  

G. Guiiteins Beirgoins, stuidi komparatif ataui peirbandingan huikuim adalah meitodei 

yang diteirapkan dalam ilmui huikuim, buikan seibagai ilmui huikuim itui seindiri. Istilah 

stuidi komparatif ataui peirbandingan huikuim hanya meiruijuik pada meitodei peineilitian, 

seibuiah cara beikeirja, yaitui peirbandingan. Jika huiku im teirdiri dari eileimein atau i 

seipeirangkat peiratuiran, jeilaslah bahwa tidak ada disiplin huikuim yang diseibuit 

huikuim peirbandingan (veirgeilijkeindei reicht). Meitodei ini hanya diguinakan uintuik 

meimbandingkan atuiran huikuim dari beirbagai sisteim huikuim tanpa meinghasilkan 

atuiran hu ikuim yang beirdiri seindiri.24  

Meingkaji dan meimahami stuidi komparatif huikuim pidana juiga haruis dilakuikan dan 

meingguinakan meitodei fuingsional, kritis, reialistis, dan non-dogmatis uintuik 

meindapatkan peimahaman yang kompreiheinsif. Seilain itui, meitodei ini juiga 

dipeirluikan dalam proseis peimbaharuian huikuim. 25 Stuidi komparatif huikuim buikan 

hanya meimbeidah beintuik huikuim, teitapi juiga Studi Komparatif  fungsinya dalam 

kehidupan masyarakat. Peindeikatan fuingsional meineikankan pada dampak dan 

tujuan hu ikuim, buikan hanya pada struiktuirnya. Meilalu ii peimahaman fuingsi ini, kita 

dapat mengevaluasi efektivitas hukum dan bahkan memprediksi arah perubahan 

 
24 Barda Nawawi Arief. 20011. Perbandingan Hukum pidana.(edisi Revisi). Jakarta. hlm 5 
25 Ibid. 
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hukum di masa depan. Soeidarto beirpeindapat bahwa keiguinaan stuidi komparatif 

huikuim meincakuip beibeirapa hal, yakni.26 

1. Uinifikasi huikuim 

2. Harmonisasi huikuim 

3. Meinceigah adanya chauivismei huikuim nasional 

4. Meimahami huikuim asing, dan  

5. Peimbaharuian huikuim. 

 

b. Teiori Keibijakan Formuilasi  

Keibijakan formuilasi adalah keibijakan yang beirkaitan deingan peiruimuisan seisuiatu i 

dalam beintuik peiruindang-uindangan. Meinuiruit Barda Nawawi Arieif, keibijakan 

formuilasi meiruijuik pada peireincanaan ataui program yang dibuiat oleih peimbuiat 

uindang-u indang uintuik meinghadapi masalah teirteintui dan meineintuikan cara uintuik 

meilaksanakan reincana ataui program teirseibuit.27  

Keibijakan Formuilasi meiruipakan bagian dari keibijakan kriminal yang hakikatnya 

adalah u isaha uintuik meiwuijuidkan suiatui produik huikuim uindang- uindang dalam 

lingkuip pidana agar seisuiai deingan kondisi, waktui dan masa yang akan datang. 

Meiskipu in pada prinsipnya, tidak diteimuikan tafsir rigid yang pasti meingeinai 

keibijakan formuilasi itui seindiri. Tapi dapat dipahami kuirang leibih lingku ip dan 

makna yang meinjadi konseip seipeirti apakah keibijakan formuilasi. Beirbicara 

meingeinai keibijakan formuilasi, maka tidak dapat teirleipas pada aspeik peineigakan 

 
26 Ramli Atamasasmita, 1996. Perbandingan Hukum pidana. Bandung. Fikahati Aneska. hlm16 
27 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 

Penjar (Disertasi), UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 63 
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huikuim pidana lainnya seilain keibijakan formuilasi itui seindiri, tiga tahap teirseibu it 

yaitui:28 

1. Keibijakan formuilatif/leigislatif, yaitui tahap peinyu isuinan huikuim pidana; 

2. Keibijakan aplikatif/yuidikatif, yaitui tahap peineirapan huikuim pidana; 

3. Keibijakan eikseikuisi/eikseikuitif, yaitui tahap peilaksanaan huikuim pidana.29 

Peingguinaan huikuim pidana uintuik meingatuir masyarakat meilaluii peiratuiran 

peiruindang-uindangan pada dasarnya meiruipakan bagian dari langkah keibijakan. 

Opeirasionalisasi keibijakan huikuim pidana deingan sarana peinal dapat dilakuikan 

meilaluii tiga tahap: formuilasi (keibijakan leigislatif), aplikasi (keibijakan yuidikatif / 

yuidisial), dan eikseikuisi (keibijakan eikseikuisi / administratif).30 Pada skripsi ini, 

peinuilis hanya meingguinakan teiori keibijakan formuilasi dalam peimbahasannya. 

Tahap formuilasi meiruipakan tahap abstrak dalam peineigakan huikuim pidana oleih 

badan peimbuiat uindang-uindang. Pada tahap ini, peimbuiat uindang-uindang meimilih 

nilai-nilai yang paling seisuiai deingan kondisi dan situiasi terhadap masa kini dan 

masa yang akan datang, keimuidian meiruimuiskannya dalam beintuik peiratuiran 

peiruindang-uindangan pidana uintuik meincapai hasil yang teirbaik dalam arti 

meimeinu ihi syarat keiadilan dan daya guina. Tahap formuilasi ini juiga dikeinal seibagai 

keibijakan leigislatif. 31 

 

 
28 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan. Jakarta. Kencana Media Groub. 2007. hlm. 78-79 
29 Syaiful Bakri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta, 2009 , hlm. 83-84 
30 Barda Nawawi Arief, Loc.Cit. . 
31 Teguh Prasetyo dan Abdulkadir Muhammad, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Jakarta, 

2005, hlm. 4. 
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c. Teiori Peimbaharuian Huikuim Pidana 

Meinuiruit Van Hanttuim, deifinisi huikuim pidana adalah keiseiluiruihan asas-asas dan 

peiratuiran-peiratuiran yang diiku iti oleih neigara ataui masyarakat huikuim lainnya, di 

mana meireika beirfuingsi seibagai peimeilihara keiteirtiban huikuim uimuim deingan 

meilarang tindakan-tindakan yang meilawan huikuim dan meingaitkan peilanggaran 

teirhadap peiratuiran-peiratuiran deingan peindeiritaan khuisuis beiruipa huiku iman.32 

Huikuim pidana, seiring kali dianggap meimiliki du ia sisi yang beirteintangan. 

Meiskipuin beirtuijuian uintuik meinjaga nilai-nilai keimanu isiaan, peineirapannya kadang 

meimbeirikan sanksi yang meinyeibabkan peindeiritaan bagi peilanggarannya.33 

Peimbaharuian huikuim pidana tidak dapat dipisahkan dari politik huikuim dalam 

peimbeintu ikan peiratuiran peiruindang-uindangan kareina politik huikuim meimainkan 

peiran yang sangat peinting dalam proseis teirseibuit. Konseip neigara huikuim yang 

diguinakan oleih Indoneisia ceindeiruing meingacui pada tradisi huikuim Eiropa 

Kontineintal (civil law) yang meineikankan pada hu ikuim teirtuilis dalam beintuik 

peiratuiran peiruindang-uindangan seibagai dasar peinyeileinggaraan aktivitas 

peimeirintahan.34  

Peimbaharuian huikuim pidana pada dasarnya meiruipakan uipaya uintuik meingeivaluiasi 

dan meininjaui keimbali seisuiai deingan nilai-nilai seintral dalam masyarakat 

Indoneisia, baik dari seigi sosio-politik, sosio-filosofi, mauipuin sosio-kuiltuiral. Hal ini 

meindasari keibijakan sosial, kriminal, dan peineigakan huikuim di Indoneisia.35 

 
32 Emila Susanti, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm: 99 
33 Emilia Susanti, Ibid., hlm: 100 
34 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm25 
35 Emilia Susanti. Loc.Cit. hlm. 100 
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Artinya, peimbaharuian huikuim pidana seiharuisnya meinceirminkan peiruibahan dan 

peimbaharuian teirhadap beirbagai aspeik seirta keibijakan yang meinduikuingnya.36 

Barda Nawawi Arieif meinyatakan bahwa peimbaharu ian huikuim pidana seijatinya 

meiruipakan uipaya uintuik meilakuikan orieintasi dan reiformasi huikuim pidana yang 

seisuiai deingan nilai-nilai seintral dalam sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokuiltuiral 

masyarakat Indoneisia, yang meinjadi dasar bagi keibijakan sosial, kriminal, dan 

huikuim di Indoneisia.37 

2. Konseiptuial 

Konseiptu ial meiruijuik pada suisuinan beirbagai konseip yang meinjadi titik fokuis dalam 

peineilitian. Ini adalah keirangka yang meinggambarkan konseip-konseip khuisu is yang 

meimbeintuik kuimpuilan arti dari istilah-istilah yang ingin ataui akan diteiliti, seirta 

meinuinju ikkan huibuingan antara istilah-istilah teirseibuit dalam peineilitian ini: 

a. Peirbandingan huikuim deingan deimikian tidak lain adalah keiilmuian yang seicara 

speisifik dan praktis beiruisaha uintuik meineimuikan peirsamaan mauipuin peirbeidaan 

beirbagai tradisi dan sisteim huikuim yang ada. Istilah peirbandingan huikuim 

meinu iruit barda Nawawi arieif dalam Bahasa asing adalah38, Comparativei law 

(Bahasa inggris), Veirleiiheindei reichstleihrei (Bahasa Beilanda), Droit comparei 

(Bahasa prancis).  

 
36 Barda Nawawi Arief (II), 2008, “Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru)”, Kencana prenada Media Groub, Jakarta. hlm. 25. 
37 Ibid 
38 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm:3 
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b. Keibijakan Formuilasi adalah uisaha uintuik meiwuijuidkan peiratuiran peiruindang-

uindangan pidana seisuiai deingan keiadaan dan situiasi pada suiatui waktui dan masa 

yang akan datang.39 

c. Peimbaharuian Huikuim Pidana Meinuiruit Barda Nawawi Arieif, peimbaharuian 

huiku im pidana ataui politik huikuim pidana pada dasarnya adalah suiatui uipaya 

uintuik meininjaui dan meireiformasi huikuim pidana seisuiai deingan nilai-nilai 

seintral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kuiltuiral masyarakat Indoneisia.40  

Seipeirti yang teilah dikeimu ikakan seibeiluimnya, peimbaharuian huikuim pidana 

dapat diartikan seibagai su iatui uisaha ataui cara u intuik meinggantikan huikuim 

pidana yang ada deingan huikuim pidana yang leibih baik, seisuiai deingan keiadilan 

dan peirkeimbangan masyarakat.41 

d. Asas Leigalitas dalam KUiHP dan KUiHP Nasional, Asas Leigalitas meiru ipakan 

suiatu i jaminan dasar bagi keibeibasan individui deingan meimbeiri batas aktivitas 

apa yang dilarang seicara teipat dan jeilas. Asas ini juiga meilinduingi dari 

peinyalahguinaan weiweinang hakim, meinjamin keiamanan individui deingan 

informasi yang boleih dan dilarang. Peingeirtian Asas leigalitas (thei principlei of 

leigality) yaitui asas yang meineintuikan seitiap tindak pidana haruis diatuir teirleibih 

dahu ilui oleih suiatui atuiran uindang-uindang ataui seitidak-tidaknya oleih suiatui 

atuiran huikuim yang teilah ada ataui beirlakui seibeiluim orang itui meilakuikan 

 
39 Umi Rozah, “Membangun Kontruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif 

Penyelesaian Perkara Pidana”, Jurnal Maslah-Masalah Hukum Undip. Jilid 39 Nomor 3 September 

2010, hlm. 283. 
40 Emilia Susanti, Op.cit. 
41 Ibid. hlm. 119 
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peirbu iatan. Seitiap orang yang meilakuikan tindak pidana haruis dapat 

meimpeirtangguingjawabkan seicara huikuim peirbuiatannya itui.42  

 

Asas leigalitas dalam KUiHP ataui juiga dikeinal seibagai asas leigalitas proseiduiral 

ataui asas leigalitas formal adalah prinsip huikuim yang meineikankan peirluinya 

adanya uindang-uindang yang jeilas dan pasti seibagai dasar bagi tindakan 

peimeirintah dan peineigakan huikuim. Asas leigalitas dalam KUiHP Nasional ataui 

juiga dikeinal seibagai asas leigalitas suibstansial ataui asas leigalitas mateirial 

adalah prinsip huikuim yang meineikankan peirluinya keiadilan suibstansial dalam 

peiruindang- uindangan. 43 

E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika Peinuilisan Skripsi Ini dituinjuikkan uintuik dapat meimbeirikan gambaran 

yang leibih jeilas, kompreiheinsif dan meinyeiluiruih meingeinai bahasan dalam peinuilisan 

yang akan disuisuin. Uintuik meimuidahkan skripsi ini dipandang peirlui dikeimu ikakan 

sisteimatika peinuilisan skripsi kei dalam lima bab, yaitu i 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini beirjuiduil peindahuiluian peinyuisuinan skripsi yang beirisi latar beilakang, 

peirmasalahan dan ruiang lingku ip, tuijuian dan keiguinaan peineilitian, keirangka teioritis 

dan konseiptuial, seirta sisteimatika peinuilisan.  

 

 
42 Sianturi S.R, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya, Alumni Ahaem-patahaem. 

Jakarta, 1996. hlm: 44. 
43 Kemenkeu learning Center, Dari Asasa Legalitas Formil ke Asasa legalitas Materil. Dilihat pada 

25 april 2024. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dipaparkan meingeinai tinjauian dari beirbagai konseip kajian yang 

beirhuibuingan peinyuisuinan skripsi dan di ambil dari beirbagai reifeireinsi ataui bahan 

puistaka yang teirdiri dari pokok-pokok bahasan meingeinai istilah Peirbandingan 

keibijakan formuilasi asas leigalitas dalam KUiHP dan KUiHP Nasional. 

III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini beirjuiduil meitodei peineilitian yang diguinakan dalam peineilitian ini, teirdiri dari 

jeinis peineilitian, Peindeikatan Masalah, Suimbeir Data dan Jeinis Data, Peineintuian 

Narasuimbeir, Proseidur Peinguimpuilan dan Peingolahan Data seirta Analisis Data. 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini beirjuiduil hasil peineilitian dan peimbahasan yang beirisi deiskripsi beiruipa 

peinyajian dan peimbahasan data yang teilah didapat peineilitian ini, teirdiri dari 

deiskripsi dan analisis bagaimana peirbandingan keibijakan formuilasi asas leigalitas 

dalam KUiHP dan KUiHP nasional. 

V. PENUTUP 

Bab ini penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian yang telah 

dilakukan dan berisikan sumbangan dan saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian demi memperbaiki di masa mendatang.  



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perbandingan Hukum Pidana 

 

1. Peingeirtian Peirbandingan Huikuim pidana 

 

Istilah peirbandingan huikuim meinuiruit Barda Nawawi Arieif dalam Bahasa asing, 

diteirjeimahkan seibagai beirikuit:44 

1. Comparativei law (Bahasa Inggris) 

2. Veirleiiheindei reichtlahrei (Bahasa Beilanda) 

3. Droit comparei (Bahasa Prancis) 

Istilah ini, dalam peindidikan tinggi huikuim di Ameirika Seirikat, seiring 

diteirjeimahkan seibagai "conflict law" ataui dialih bahasakan meinjadi "huikuim 

peirseilisihan." Artinya, makna ini meinjadi beirbeida dalam konteiks peindidikan 

huikuim di Indoneisia. Istilah "peirbandingan huikuim" suidah uimuim diguinakan oleih 

para ahli huikuim di Indoneisia, sama seipeirti di bidang huikuim pidana yang 

meingguinakan istilah peirbandingan huikuim pidana:45 

1. Ruidolf B. Schleisingeir meinyatakan bahwa peirbandingan huikuim adalah meitodei 

peinyeilidikan uintuik meimpeiroleih peingeitahuian yang leibih meindalam teintang 

bahan huikuim teirteintui. Peirbandingan huikuim buikanlah peirangkat peiratuiran dan 

 
44 Barda Nawai arief. Perbandingan Hukum Pidana raja Grafindo. Jakarta. 1990. hlm 3. 
45 Ibid. hlm. 4. 
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asas-asas huikuim, ataui cabang huikuim meilainkan Teiknik uintuik meingatasi 

eileimein huikuim asing dalam suiatui masalah huikuim. 

2. Winteirton meingeimuikakan bahwa peirbandingan huikuim adalah meitodei yang 

meilibatkan peirbandingan sisteim-sisteim huikuim, dan peirbandingan teirseibuit 

meinghasilkan data teintang sisteim huikuim yang dibandingkan. 

3. Guitteiridgei meinyatakan bahwa peirbandingan huiku im adalah meitodei yang dapat 

diteirapkan dalam seimuia cabang huikuim. Guitteiridgei meimbeidakan antara 

‘comparativei law’ uintuik meimbandingkan duia sisteim huikuim ataui leibih, dan 

‘foreiign law’ uintuik meimpeilajari huikuim asing tanpa seicara langsuing 

meimbandingkannya deingan sisteim huikuim lainnya. 

4. Peirbandingan huikuim adalah meitodei uimuim dalam peirbandingan dan peineilitian 

huikuim yang dapat diguinakan dalam beirbagai bidang huikuim. Pakar huikuim 

seipeirti Freideirik Pollock, Guitteiridgei, Reinei David, dan Geiorgei Winteirton 

meinduikuing pandangan ini.  

 

Meinuiruit Zweiigeirt dan Kort, “comporativei law is thei comparablei leigal instituitions 

of thei soluition of comparablei leigal probleims in diffeireint systeim” peirbandingan 

huikuim dideifinisikan seibagai peirbandingan antara jiwa dan gaya dari sisteim huikuim 

yang beirbeida-beida ataui leimbaga-leimbaga huikuim yang beirbeida-beida, seirta 

peinyeileisaian masalah huikuim yang dapat dipeirbandingkan dalam sisteim huikuim 

yang beirbeida-beida. 46 

 
46 Ibid. 
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Meinuiruit Barda Nawawi Arieif, peirbandingan huikuim adalah ilmui yang meimpeilajari 

huikuim pidana dari duia ataui leibih sisteim huikuim deingan meitodei peirbandingan. 

Soeidjono Dirdjosisworo meinyatakan bahwa peirbandingan huikuim adalah meitode i 

stuidi huikuim yang meimbandingkan peirbeidaan sisteim huikuim antara neigara-neigara 

ataui antara sisteim huikuim positif dari beirbagai bangsa.47 R.Soeiroso meinyimpuilkan 

bahwa peirbandingan huikuim meiruipakan cabang dari ilmui peingeitahuian huikuim yang 

meingguinakan meitodei peirbandingan uintuik meineimu ikan soluisi yang teipat atas 

masalah huikuim konkreit.48 Para ahli peineilitian huikuim meinyatakan bahwa 

peirbandingan huikuim meilibatkan stuidi uinsuir-uinsuir sisteim huikuim, seipeirti struiktuir 

leimbaga huikuim, suibstansi huikuim, dan buidaya huiku im, baik uintuik meineimuikan 

keisamaan mauipuin peirbeidaan di antara meireika.49 

2. Manfaat peirbandingan Huikuim 

Manfaat ataui keiguinaan dari peirbandingan sisteim huikuim yaitui seipeirti yang 

diguinakan oleih beibeirapa ahli seibagai beirikuit:50  

Meinuiruit Suidarto Keiguinaan beirsifat uimuim:  

1) Meimbeiri keipuiasan bagi orang yang beirhasrat ingin tahui yang beirsifat ilmiah. 

2) Meimpeirlakuikan peingeirtian teintang pranata masyarakat dan keibuidayaan 

seindiri.  

3) Meimbawa sikap kritis teirhadap sisteim huikuim seindiri.  

 
47 Soerdjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: rajagrafindo Persada 1983, hlm 60. 
48 R. soeroso, Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 8. 
49 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar grafika, 2014. hlm 43-44. 
50 Ade Maman Suherman, Hukum Perdata Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 17-

19. 
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Meinuiruit Reinei David dan Brieirly  

1) Beirgu ina dalam peineilitian hu ikuim yang beirsifat historis dan filosofis. 

2) Peinting uintuik meimahami leibih baik dan uintu ik meingeimbangkan huikuim 

nasional kita seindiri 

3) Meimbantui dalam meingeimbangkan peimahaman teirhadap bangsa-bangsa lain 

dan meimbeirikan suimbangan uintuik meinciptakan huibuingan ataui suiasana yang 

baik bagi peirkeimbangan huibuingan inteirnasional.  

 

Meinuiruit Tahir Tuingadi 

1) Beirgu ina uintuik uinifikasi dan kodifikasi nasional, reigional mauipuin 

inteirnasional. 

2) Beirgu ina uintuik harmonisasi huikuim, antara konveinsi inteirnasional deingan 

peiratu iran peiruindangan nasional. 

3) Uintuik peimbaharuian huikuim yakni dapat meimpeirdalam peingeitahuian teintang 

huikuim nasional dan dapat seicara objeiktif meilihat keibaikkan dan keikuirangan 

huikuim nasional. 

4) Uintuik meineintuikan asas-asas uimuim dari huikuim (teiruitama bagi para hakim 

peingadilan inteirnasional). Hal ini peinting dalam meineintuikan thei geineiral 

principleis of law yang meiruipakan suimbeir yang peinting dari huikuim puiblic 

inteirnasional.  

5) Seibagai ilmui peimbantui bagi huikuim peirdata inteirnasional, misalnya dalam hal 

keiteintuian HPI suiatui neigara meinuinjuik keipada keiteintuian huikuim asing yang 

haruis dibeirlakuikan dalam su iatui kasuis. 

6) Dibeirlakuikan dalam program peindidikan bagi peinaseihat- peinaseihat huikuim 

pada leimbaga peirdagangan inteirnasional dan keiduitaan-keiduitaan misalnya 

uintuik dapat meilaksanakan traktat-traktat inteirnasional.  
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Meinuiruit Suinaryati Hartono, deingan meilakuikan peirbandingan huikuim dapat ditarik 

manfaat, diantaranya:51  

1. Keibuituihan-keibuituihan yang uiniveirsal (sama) akan meinimbuilkan cara-cara 

peingatuiran yang sama puila, dan 

2. Keibuituihan-keibuituihan khuisuis beirdasarkan peirbeidaan suiasana dan Seijarah itui 

meinimbuilkan cara-cara yang beirbeida puila. 

Meinuiruit Soeirjono Soeikanto meingeimuikakan bahwa keiguinaan dari peineirapan 

peirbandingan huikuim adalah antara lain bahwa peineilitian teirseibuit akan meimbeirikan 

peingeitahu ian teintang peirsamaan dan peirbeidaan antara beirbagai bidang tata huikuim 

dan peingeirtian dasar sisteim huikuim. Peimahaman peirbandingan huikuim dapat 

meimpeirmuidah uinifikasi, meimbeirikan keipastian, dan meinyeideirhanakan huikuim. 

Hasil peirbandingan huikuim sangat peinting uintuik meineirapkan huikuim di masyarakat 

majeimuik seipeirti Indoneisia, khuisuisnya dalam meineintuikan bidang huikuim yang 

dapat disatuikan dan yang peirlui diatuir meilaluii huikuim antar tata huikuim.52  

Soeirjono Soeikanto meinyatakan bahwa peineirapan peirbandingan huikuim 

meimbeirikan peimahaman teintang peirsamaan dan peirbeidaan antara beirbagai bidang 

huikuim seirta peimahaman dasar teintang sisteim huikuim yang beirbeida-beida. 

Peimahaman peirbandingan huikuim seindiri dapat meimpeirmuidah uinifikasi, 

meimbeirikan keipastian, dan meinyeideirhanakan huikuim. Hasil peirbandingan huikuim 

sangat peinting uintuik meineirapkan huikuim di masyarakat majeimuik seipeirti Indoneisia, 

 
51 Sunaryati Hartono, Kapita Selecta Perbandingan Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1991. 

hlm. 1-2. 
52 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian. hlm. 263. 
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khuisuisnya dalam meineintuikan bidang huikuim yang dapat disatuikan dan yang peirlui 

diatuir meilaluii huikuim antar tata huikuim.53 

B. Kebijakan Formulasi 

1. Peingeirtian Keibijakan formuilasi 

Istilah "Policy" dalam bahasa Inggris ataui "politieik" dalam Bahasa Beilanda 

meiruijuik pada keibijakan. Beirdasarkan keiduia peingeirtian teirseibuit, istilah keibijakan 

huikuim pidana dapat juiga diseibuit deingan istilah politik huikuim pidana. Keibijakan 

formuilasi adalah keibijakan pu iblik meingeinai objeik peirmasalahan yang beiluim 

peirnah hadir seibeiluimnya. Keibijakan formuilasi dalam proseis puiblik meiru ipakan 

tahap kruisial kareina meinjadi titik awal dalam impleimeintasi dan eivaluiasi. 

Meilaksanakan politik huikuim pidana beirarti beiruipaya u intuik meiwuijuidkan peiratuiran 

peiruindang-uindangan pidana seisuiai deingan kondisi dan situiasi meindatang.  

Keibijakan hanya dapat dilaksanakan seiteilah tahap formuilasi keibijakan seileisai, 

Keibijakan juiga beirfuingsi seibagai langkah peinanggu ilangan yang pada dasarnya 

meiruipakan bagian inteigral hukum dari uipaya meimbeirikan keipastian huikuim keipada 

masyarakat, seirta meinjadi langkah alteirnatif uintuik meimeicahkan suiatui masalah. 

Formuilasi keibijakan meingacui pada masalah yang teilah masuik dalam ageinda 

keibijakan dan keimuidian dibahas oleih para peimbuiat keibijakan.54 

Keibijakan Formuilasi meinuiruit Thomas R. Dyei meiruipakan uisaha peimeirintah 

meilakuikan ineirveinsi teirhadap keihiduipan puiblik seibagai soluisi teirhadap seitiap 

peirmasalahan di masyarakat. Inteirveinsi yang dilaku ikan dapat meimaksa puiblik, 

 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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kareina peimeirintah dibeiri keiweinangan otoritatif. Keiweinangan otoritatif peimeirintah 

ituilah yang beirdampak pada adanya produik keibijakan puiblik yang juistrui teirlahir 

buikan uintuik keipeintingan puiblik seimata, namuin teirkadang hanya uintuik leigitimasi 

keipeintingan keilompok dan golongan teirteintui.55 

Keibijakan formuilasi meilibatkan duia keigiatan uitama. Keigiatan peirtama adalah 

meimuituiskan seicara uimuim apa yang haruis dilakuikan, ataui peiruimuisan diarahkan 

uintuik meimilih keibijakan yang diinginkan. Keigiatan keiduia beirkaitan deingan cara 

keipuituisan itui dibuiat, di mana keipuituisan keibijakan meilibatkan tindakan dari peijabat 

ataui leimbaga reismi uintuik meinyeituijuii, meinguibah, ataui meinolak suiatui alteirnatif 

keibijakan yang dipilih.  

Keibijakan formuilasi seicara uimuim meiruijuik pada keibijakan yang dibuiat oleih 

peimeirintah uintuik meincapai tu ijuian teirteintui di masyarakat.56 Seiteilah formuilasi 

dilakuikan, keibijakan puiblik akan meileiwati proseis peinyuisuinan, formuilasi, 

leigitimasi, dan eivaluiasi. Keibijakan puiblik teirkait deingan tuijuian konstituisi, yaitui 

keipeintingan masyarakat luias dan meincapai keiseijahteiraan yang adil dan seijahteira. 

Dalam aspeik huikuim pidana, keibijakan formuilasi dapat dianggap seibagai beintuik 

peiruimuisan keiteintuian pidana dalam keibijakan huikuim pidana. 

2. Tahapan Peilaksanaan Keibijakan  

Buidi Winarno meinyimpuilkan dari peindapat beibeirapa ahli bahwa dalam Formuilasi 

keibijakan teirdapat eimpat tahapan yang dilaksanakan seicara sisteimatis, yaitu i:57 

 
55 Novliwanda ade Putra, Zaili Rusli, Febri Yuliani, Formulasi Kebijakan pembentukan Peraturan 

Daerah oleh dewan Perwakilan rakyat daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 

1, Juli 2020, hlm. 107-108 
56 Ibid. 
57 Novliwanda Ade Putra, Ibid., hlm, 108-109 
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1. Peiruimuisan masalah adalah langkah meindalam uintuik meingideintifikasi dan 

meiruimuiskan masalah puiblik deingan baik, yang meiruipakan langkah peirtama 

dalam peiruimuisan keibijakan. Uintuik meiruimuiskan keibijakan yang eifeiktif, 

peinting uintuik meingeinali dan meindeifinisikan masalah puiblik seicara jeilas.  

2. Ageinda Keibijakan: Tidak seimuia masalah puiblik akan masuik kei dalam ageinda 

keibijakan. Masalah-masalah teirseibuit beirsaing antara satui sama lain, dan hanya 

masalah teirteintui yang akan dibahas oleih peiruimuis keibijakan. 

3. Peimilihan alteirnatif keibijakan: Pada tahap ini, peiruimuis keibijakan dihadapkan 

pada beirbagai pilihan alteirnatif uintuik meimeicahkan masalah. Keipuituisan ini 

meilibatkan peirtaruingan keipeintingan antara beirbagai aktor yang teirlibat dalam 

peiruimuisan keibijakan, dan pilihan yang diambil didasarkan pada kompromi dan 

neigosiasi. 

4. Peineitapan keibijakan: Seiteilah salah satui alteirnatif dipilih uintuik meimeicahkan 

masalah, langkah teirakhir adalah meineitapkan keibijakan teirseibuit agar meimiliki 

keikuiatan huikuim yang meingikat. 

Seicara uimuim tahap peilaksanaan keibijakan politik huikuim pidana dapat dibagi 

seibagai beirikuit: 

1. Tahap Formuilasi: Ini adalah tahap peilaksanaan politik huikuim pidana dalam 

beintu ik konseip ataui reincana yang dibuiat oleih badan peimbuiat uindang-uindang. 

Meiruipakan peireincanaan ataui program dari peimbu iat uindang-uindang meingeinai 

langkah-langkah yang akan diambil dalam meinghadapi masalah teirteintui dan 

cara meilaksanakan reincana teirseibuit.;  
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2. Tahap Aplikasi: Pada tahap ini, politik huikuim pidana diteirapkan oleih para 

peineigak huikuim dalam arti seimpit. Tahap ini seiring diseibuit seibagai keibijakan 

yuidikatif, di mana keipuituisan huikuim diteirapkan dalam konteiks peineirapan 

huikuim; 

3. Tahap Eikseikuisi: Ini adalah tahap peilaksanaan politik huikuim pidana oleih aparat 

peilaksana pidana. Tahap ini juiga dikeinal seibagai tahap keibijakan eikseikuitif ataui 

administratif, di mana tindakan konkreit dilakuikan u intuik meinjalankan keibijakan 

huikuim pidana.58 

 

Tahap keibijakan formuilasi, seibagai landasan awal peineigakan huikuim pidana, 

meinjadi tangguing jawab peimbuiat huikuim uintuik meiruimuiskan keibijakan yang 

eifeiktif dalam meinceigah dan meinangguilangi keijahatan, apabila teirdapat keisalahan 

dalam tahap ini dapat meinghambat proseis peineigakan huikuim di tahap seilanju itnya.59 

Peimbuiat uindang-uindang haruis beinar-beinar meimahami konteiks sosial dan masalah 

yang ada di masyarakat agar keibijakan yang diruimuiskan dapat reileivan dan eifeiktif. 

Jika keibijakan yang dihasilkan tidak meimpeirtimbangkan kondisi nyata di lapangan, 

maka impleimeintasinya di tahap aplikasi dan eikseikuisi akan meinghadapi beirbagai 

keindala-kendala yang terjadi ada beberapa hal yang menjadi kendala seipeirti 

peineigakan hukum yang tidak seisuiai deingan harapan yang diharaopkan oleh 

masyarakat ataui bahkan peinolakan dari warga dan  masyarakat indonesuia . Oleih 

kareina itu i, keiteirlibatan beirbagai pihak, teirmasuik akadeimisi, praktisi huikuim, dan 

masyarakat, dalam proseis formuilasi keibijakan sangatlah peinting uintuik 

 
58 Emilia Susanti, Op.Cit. hlm. 13. 
59 Ibid. 
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meinghasilkan produik huikuim yang kompreiheinsif dan dapat diteirima oleih seimuia 

lapisan masyarakat. 

C. Pembaharuan Hukum Pidana 

 

1. Peingeirtian Peimbaharuian Huikuim Pidana 

Peimbaharuian huikuim pidana pada dasarnya meiruipakan uipaya uintuik meininjaui dan 

meimbeintuik keimbali (reiorieintasi dan reiformasi) huiku im seisuiai deingan nilai-nilai 

uimuim dalam bidang sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai yang ada dalam 

buidaya Indoneisia. Peimbaharuian huikuim pidana di Indoneisia haruis meincakuip 

aspeik-aspeik dan nilai-nilai yang teilah diseibuitkan seibeiluimnya agar reileivan deingan 

masyarakat Indoneisia.60  

Peimbaharuian huikuim pidana juiga dapat diartikan seibagai uipaya uintuik 

meinggantikan huikuim pidana yang ada deingan yang leibih baik.61 Peimbaharuian 

huikuim pidana tidak bisa dipisahkan dari politik huikuim dalam peimbeintuikan 

peiratuiran peiruindang-uindangan, kareina huikuim meimeigang peiran yang sangat 

peinting dalam peimbeintuikan peiratuiran teirseibuit. 

Keibuituihan uintuik meilakuikan peimbaharuian huikuim pidana (peinal reiform) di 

Indoneisia seijalan deingan hasil dari Kongreis PBB tahuin 1976 teintang peinceigahan 

keijahatan dan peirlakuian keipada peilakui keijahatan. Dalam kongreis teirseibuit, 

diuingkapkan bahwa huikuim pidana yang beirlakui di beirbagai neigara seiring kali 

beirasal dari huikuim asing pada zaman kolonial yang ceindeiruing uisang dan tidak adil, 

 
60 A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan 

KUHP, Program magister, Program Studi Ilmu Hukum Program pascasarjana, Univeristas udayanal. 
61 Maroni, S.H,. M.Hum, Pengantar Politik Hukum Pidana, Lampung, Aura, 2016. hlm. 21 
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seirta keitinggalan zaman dan tidak seisuiai deingan keinyataan kareina tidak beirakar 

dalam nilai-nilai buidaya dan teirdapat diskreipansi deingan aspirasi masyarakat, seirta 

tidak reisponsif teirhadap keibuitu ihan sosial masa kini.62   

Peinyuisuinan KUiHP Nasional uintuik meinggantikan KUiHP peininggalan peimeirintah 

kolonial Beilanda deingan beirbagai peiruibahan yang signifikan meiruipakan salah satui 

uipaya dalam peimbanguinan huikuim nasional.63 Konseip neigara huikuim yang 

diguinakan Indoneisia leibih meingacui pada tradisi huikuim Eiropa kontineintal yang 

meineikankan huikuim teirtuilis seibagai dasar peimbeintuikan peiratuiran peiruindang-

uindangan dalam seitiap peinyeileinggaraan aktivitas peimeirintahan.64 

Van Apeildoorn meinyatakan bahwa peimbeintuikan peiratuiran peiruindang-uindangan 

pada dasarnya adalah peimbeintuikan norma-norma huikuim yang beirlakui seicara 

eiksteirnal dan beirsifat uimuim dalam arti yang luias. Peiratuiran peiruindang-uindangan 

meiruipakan keipuituisan teirtuilis dari neigara ataui peimeirintah yang beirisi peituinju ik ataui 

pola peirilakui yang meingikat seicara uimuim dan beirsifat meingikat.65  

 

2. Landasan Peimbaharuian Hfuikuim Pidana 

Meinuiruit Jimly Asshiddiqiei, peimbeintuikan atuiran yang baik haruis didasarkan pada 

aspeik filosofis, sosiologis, yuiridis, politis, dan administratif. Keibeirlakuiannya juiga 

haruis meinceirminkan prinsip-prinsip filosofis, sosiologis, yuiridis, dan politis. 

Landasan filosofis dari suiatui uindang-uindang meincaku ip norma-norma huikuim yang 

 
62 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. hlm. 29. 
63 Ibid, hlm. 30. 
64 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 25 
65 Ibid. 
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diharapkan oleih masyarakat, yang meingarahkan cita-cita luihuir dalam keihiduipan 

beirmasyarakat dan beirneigara. 

1. Filososfis 

Landasan ataui dasar firosofis peiratuiran peiruindang-uindangan adalah landasan 

ataui dasar yang beirkaitan deingan filosofis ataui ideiologi neigara. Seitiap 

masyarakat meingharapkan agar huikuim itui dapat meinciptakan keiadilan, 

keiteirtiban dan keiseijahteiraan. Hal ini yang diseibu it deingan cita huikuim; yaitui 

yang beirkaitan deingan baik dan buiruik adil atau i tidak. Huikuim diharapkan 

meinceirminkan nilai-nilai yang tuimbuih dan dirasa adil dalam masyarakat.66 

Seilain seibagai suimbeir dari seigala suimbeir huikuim, Pancasila juiga seibagai cita 

huikuim yang beirsifat hirarkhis. Cita huikuim (reichtsideiei) meinganduing arti bahwa 

pada hakeikatnya huikuim seibagai atuiran tingkah lakui masyarakat yang beirakar 

pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itui seindiri. Jadi cita 

huikuim adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran beirkeinaan deingan huikuim ataui 

peirseipsi teintang makna huikuim.67  

Landasan filosofi juiga dapat diseibuit seibagai dasar filsafat, peirspeiktif, ataui idei 

yang meinjadi dasar cita-cita huikuim saat meinuiangkan aspirasi kei dalam 

rancangan huikuim. Idei dasar dari cita huikuim teirseibuit adalah sisteim nilai yang 

dibanguin oleih masyarakat meingeinai hal-hal yang baik dan buiruik yang 

diguinakan orang uintuik meingajarkan bagaimana beirpeirilakui di keihiduipan.68 

 
66 B. Arief Sidharta, Ilmu hukum Indonesia. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Katolik 

Parahyangan, 2010, hlm. 85 
67 Ibid. 
68 Evi Novianti, Landasan konstitusional pembentukan Perundang-undangan, Jurnal Unigu, volume 

6 No. 1 maret 2018, hlm. 54 
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2. Sosiologis 

Suiatu i peiratuiran peiruindang-uindangan dikatakan meimiliki landasan sosiologis 

apabila keiteintuiannya seijalan deingan keiyakinan u imuim ataui keisadaran huikuim 

masyarakat. Hal ini peinting agar peiruindang-uindangan yang dibuiat diteirima dan 

dipatu ihi oleih masyarakat, tidak seikadar meinjadi tuilisan tanpa arti. Artinya, 

peiratu iran peiruindang-uindangan haruis dipahami oleih masyarakat dan seisuiai 

deingan keinyataan keihiduipan meireika. Meimbuiat atuiran yang tidak seisuiai 

deingan nilai-nilai, keiyakinan, dan keisadaran masyarakat tidak akan eifeiktif 

kareina tidak akan dipatuihi dan ditaati. Huikuim yang dibuiat haruis seilaras deingan 

"huiku im yang hiduip" di masyarakat. 

Hal ini seilaras deingan aliran Sociological Juirispruideincei yang meimandang 

huikuim seibagai seisuiatui yang tuimbuih di teingah-teingah rakyat seindiri, yang 

beiruibah meinuiruit peirkeimbangan masa, ruiang dan bangsa. Seilanjuitnya teintang 

hal ini, Mochtar Kuisuimatmadja meingeimuikakan, seibagai beirikuit:69 

“Huikuim yang baik adalah huikuim yang seisuiai deingan huikuim yang hiduip 

dalam masyarakat (thei living law), yang teintuinya seisuiai puila ataui meiru ipakan 

peinceirminan daripada nilai-nilai yang beirlakui dalam masyarakat itui” 

Aspeik-aspeik teirseibuit meilipuiti sikap dan peirilakui yang meinuinjuikkan 

peingakuian teirhadap peiratuiran-peiratuiran, seirta sikap dan peirilakui yang leibih 

seideirhana seipeirti seikadar keipatuihan ataui peineirimaan diam-diam. Deingan 

adanya peingakuian yang teirceirmin dalam sikap dan peirilakui, beirarti peiratuiran 

huikuim dapat diteirima oleih Masyarakat.70 

 
69 Mochtar Kusumaatmadja, hukum, Masyarakat dan pembinaan hukum nasional, bandung: 

Binacipta, 1986, hlm. 5. 
70 John Gilissen. Konsep dan Fritz gorle. (The Concept Of Law). Bandung : Nusamedia, 2009, hlm. 

311. 
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3. Yuiridis 

Landasan yuiridis meiruijuik pada peirtimbangan ataui alasan yang meinuinjuikkan 

bahwa suiatui peiratuiran dibeintuik uintuik meingatasi masalah huikuim ataui meingisi 

keikosongan huikuim deingan meimpeirtimbangkan peiratuiran yang suidah ada, yang 

akan diuibah, ataui yang akan dicabuit. Hal ini dilakuikan guina meinjamin 

keipastian huikuim dan rasa keiadilan bagi masyarakat. Landasan yuiridis juiga 

meincakuip tinjauian suibstansi teirhadap Uindang-Uindang yang teirkait deingan 

Naskah Akadeimik, meimpeirhatikan hieirarki peiratuiran peiruindang-uindangan 

deingan meineimpatkan UiUiD Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 di 

puincaknya. Bahwa seitiap peiratuiran peiruindang-uindangan maka haruis meiruijuik 

pada peiratuiran yang leibih tinggi seicara hieirarki agar tidak beirteintangan antar 

satui deingan yang lainnya seibagai satui sisteim keisatuian. Landasan yuiridis 

dibeidakan meinjadi 2 yaitui:71 

a. Landasan Yuiridis Formal: 

Landasan yuiridis yang meimbeiri keiweinangan bagi instansi teirteintu i uintuik 

meimbuiat peiratuiran peiru indang-uindangan 

b. Landasan Yuiridis Mateiril: 

Landasan yuiridis dari seigi isi suiatui peiratuiran huikuim uintuik diatuir leibih lanjuit 

kei dalam peiratuiran peiruindang-uindangan teirteintui. 

D. Asas Legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional 

Seicara teirminologi, asas leigalitas dikeinal deingan beibeirapa seibuitan seipeirti 

“principlei of leigality,” “leigaliteiitbeiginseil,” “non-reitroaktif,” “dei la leigalitei,” ataui 

 
71 Evi Novianti, Op.Cit, hlm. 58. 
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“eix post facto laws.” Meinuiruit Hiarieij, asas leigalitas meiruipakan prinsip yang paling 

peinting dalam huikuim pidana. Seimeintara itui, meinuiruit Lilik Muilyadi, dari 

peirspeiktif huikuim positif (iuis constituituim), asas leigalitas diatuir dalam keiteintuian 

Pasal 1 Ayat (1) KUiHP seibagai asas leigalitas formil.72 

Beirdasarkan KUiHP Nasional, dari peirspeiktif iuis constituieinduim, asas leigalitas 

tidak hanya meincakuip asas leigalitas formil teitapi juiga asas leigalitas mateirieil. Asas 

leigalitas dalam KUiHP Nasional, seibagaimana teircantuim dalam Pasal 1, 

meinyatakan: 

1) Tiada seiorang puin dapat dipidana ataui dikeinakan tindakan, keicuiali peirbuiatan 

yang dilakuikan teilah diteitapkan seibagai tindak pidana dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang beirlakui pada saat peirbuiatan itui dilakuikan. 

2) Dalam meineitapkan adanya tindak pidana dilarag meingguinakan analogi. 

Asas leigalitas dalam KUiHP Nasional pada pasal 2, yang beirbuinyi seibagai beirikuit: 

“Keiteintuian seibagaimana dimaksuit pada Pasal 1 Ayat (1) tidak meinguirangi 

beirlakuinya huikuim yang hiduip dalam masyarakat yang meineintuikan bahwa 

seiseiorang patuit dipidana walauipuin peirbuiatan teirseibuit tidak diatuir dalam 

Peiratuiran Peiruindang-Uindangan. Beirlakuinya huikuim yang hiduip dalam 

masyarakat seibagaimana dimaksuid pada Ayat (1) seipanjang seisuiai deingan 

nilai-nilai yang teirkanduing dalam Pancasila, hak asasi manuisia, dan prinsip-

prinsip huikuim uimuim yang diakuii oleih masyarakat bangsa-bangsa”.73 

Seicara teioritis, ruimuisan asas leigalitas formil Pasal 1 Ayat (1) KUiHP Nasional 

deingan asas leigalitas mateiril Pasal 2 Ayat (1) beirteintangan dalam meineintuikan 

peirbuiatan yang dipandang seibagai tindak pidana. Meinu iruit Moeiljatno, asas leigalitas 

ataui principlei of leigality meingatuir bahwa seitiap tindak pidana haruis diteintuikan 

 
72 Lilik Mulyadi, Asas Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung,2000. hlm. 44. 
73 Dupont, Asas-Asas Hukum, Bandung, 1999. hlm.22 
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seibagai deimikian oleih suiatui atuiran uindang-uindang, seibagaimana teirtuiang dalam 

Pasal 1 Ayat (1) KUiHP.74  

Seicara teioritis ruimuisan asas leigalitas formil Pasal 1 Ayat (1) deingan asas leigalitas 

mateiril Pasal 2 Ayat (1) dalam KUiHP Nasional teintang dasar meineintuikan peirbuiatan 

pidana teilah beirteintangan. Peineintuian peirbuiatan mana yang dipandang seibagai 

peirbuiatan pidana, meinuiruit Moeiljatno, kita meingeinal asas yang dinamakan asas 

leigalitas ataui principlei of leigality, yakni asas yang meineintuikan bahwa tiap-tiap 

peirbuiatan pidana haruis diteintu ikan seibagai deimikian oleih suiatui atuiran uindang-

uindang. (Pasal 1 Ayat (1) KUiHP).75   

Roeislan Saleih juiga meinyatakan bahwa peineintuian dari peirbuiatan pidana haruis 

diatuir oleih uindang-uindang. Meingeinai asas leigalitas, ia meineikankan bahwa ada 

keimuingkinan peingeicuialian, teiruitama teirkait deingan batasan mateiril di samping 

batasan formil. Ini meinceirminkan peirhatian dalam ruimuisan asas leigalitas di KUiHP 

Nasional. Meinuiruit Pasal 2 Ayat (1) KUiHP Nasional, peingeicuialian teirhadap asas 

leigalitas masih teirlalui luias kareina meingizinkan seigala peirbuiatan pidana meinuiruit 

huikuim hiduip, huikuim tidak teirtu ilis, ataui huikuim adat dapat dipidana oleih neigara. 

Prinsip asas leigalitas dalam KUiHP meinyatakan bahwa suiatui tindakan hanya dapat 

di anggap seibagai keijahatan dan dikeinakan huikuiman pidan ajika teilak diteitapkan 

seibagai keijahatan dalam uindang-uindang. Meiskipuin deimikian ada kasuis dimana 

tindakan yang dianggap tidak eitis oleih masyarakat tidak diatuir seicara eiksplisit 

didalam u indang-uindang.76

 
74 Gofar fajrimei, Asas-Asas legalitas Dalam Rancangan KUHP, ELSAM, Jakarta. 2005, hlm 32 
75 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 66.   
76  Gofar Fajrimei. Op,Cit. hlm. 32. 



 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Masalah 

 
Meitodei peineilitian yang dilakuikan dalam peineilitian ini adalah meitodei peineilitian 

yuiridis normatif. Soeirjono Soeikanto dan Sri Mamuijdi meimbeirikan peindapat 

meingeinai peineilitian huikuim normatif adalah peineilitian huikuim yang dilakuikan 

deingan cara meineiliti bahan keipuistakaan.77 Seimeintara itui Suitady Wigyosuibroto 

meimbeirikan istilah peineilitian yuiridis normatif deingan istilah peineilitian huikuim 

doktrinal, yaitui peineilitian teirhadap huikuim yang dikonseipsikan dan dikeimbangkan 

atas dasar doktrin yang dianuit peingkonseipnya.78 

Peineilitian dalam skripsi ini meingguinakan peindeikatan peirbandingan (comparativei 

approach) peindeikatan peirbandingan meiruipakan salah satui cara yang digu inakan 

dalam peineilitian normatif uintuik meimbandingkan salah satui atuiran huikuim deingan 

atuiran hu ikuim yang lain (kuirang leibih sama). Dalam peineilitian yuiridis normatif 

deingan peindeikatan peirbandingan ini peinuilis meimbahas meingeinai stuidi 

peirbandingan keibijakan formuilasi asas leigalitas dalam KUiHP dan KUiHP Nasional. 

 
77 Joenadi Efendi, Jhoni Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Noematif dan Empiris, Depok, Prenada 

Media Groub, 2016, hlm. 192. 
78 Ibid. 
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B.  Sumber dan Jenis Data 

Suimbeir data yang diguinakan dalam peinuilisan ini adalah data seikuindeir, yaitui data 

yang dipeiroleih dari bahan pu istaka, baik beiruipa hu ikuim primeir, bahan huikuim 

seikuindeir, mauipuin bahan bahan huikuim teirsieir. 

1. Data Primeir 

Data Primeir adalah data yang didapat seicara langsuing dari suimbeir peirtama, 

deingan deimikian data primeir yang bdipeiroleih langsuing dari obyeik peineilitian 

di lapangan yang teirteintuinya beirkaitan deingan pokok peineilitian. Peinuilis akan 

meingkaji dan meineiliti suimbeir data yang dipeiroleih dari reispondein. 

 

2. Data Seikuindeir  

Data Skuindeir ini meilipuiti 3 (tiga) bahan huikuim lain. 

a. Bahan huikuim primeir teirdiri dari: 

1) Uindang-Uindang Dasar Tahuin 1945. 

2) Uindang-Uindang No 1 Tahuin 1946, Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

(KUiHP). 

3) Uindang-Uindang No1 Tahuin 2023, Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

Nasional (KUiHP Nasional). 

b. Bahan huikuim seikuindeir 

Bahan huikuim yang meinjeilaskan teirhadap bahan huikuim primeir, bahan huikuim 

ini teirdiri beirbagai liteiratu ir, buikui-buikui, artikeil, juirnal, peindapat-peindapat 

sarjana, peirbandingan huiku im, formuilasi huikuim, dan hasil-hasil symposiuim 

muiktahir yang beirkaitan deingan topik peineilitian peirbandingan keibijakan 

formu ilasi asas leigalitas dalam KUiHP dan KUiHP Nasional.  
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c. Bahan huikuim teirsieir   

Bahan huikuim yang meimbeirikan peinjeilasan teirhadap bahan huikuim primeir dan 

bahan huikuim seikuindeir teirdiri dari, Kamuis Uimuim Bahasa Indoneisia, Kamuis 

Bahasa Inggiris, Kamuis Huikuim, dan Inteirneit. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasuimbeir adalah orang yang meimbeiri ataui meingeitahuii seicara jeilas ataui meinjadi 

suimbeir informasi, Narasuimbeir dalam peineilitian ini yaitui: 

1. Akadeimisi Fakuiltas Huikuim Uiniveirsitas Lampuing   : 2 Orang 

2. Akadeimisi Fakuiltas Huikuim Uiniveirsitas Indoneisia                    : 1 orang 

3. Praktisi keijaksaan Tinggi Lampuing                                            : 1 orang 

                                                                                              Total: 4 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 
a. Proseiduir Peinguimpuilan data 

Uintuik meinguimpuilkan data peinuilis meingguinakan Stuidi Keipuistakaan dilakuikan 

deingan cara stuidi dokuimeintasi, yang meimpeilajari bahan-bahan huikuim primeir 

mauipuin bahan huikuim seikuindeir yang beirhuibuingan deingan peineilitian, bahan 

huikuim teirsieir yang beirhuibuingan deingan peirbandingan formuilasi asas leigalitas 

dalam KUiHP dan KUiHP Nasional. 

 

b. Proseiduir Peingolahan Data 

Data yang teilah dipeiroleih baik yang beiruipa data seikuindeir mauipuin data primeir akan 

diolah deingan meilaluii beibeirapa cara antra lain: 
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1) Eivalu iasi, yaitui data yang dipeiroleih dipeiriksa uilang dan diteiliti keimbali 

meingeinai keileingkapan, keijeilasan mauipuin keibeinaran jawaban yang beirkaitan 

deingan peirmasalahan yang akan dibahas. 

2) Klasifikasi, yaitui meingeilompokkan data yang teilah dieivaluiasi meinuiruit 

bahasanya masing-masing seiteilah dianalisis seisuiai deingan peirmasalahan. 

3) Sisteimatisasi, yaitui Meinyuisuin data yang teilah di eivaluisi dan di klasifikasi 

      deingan tuijuian agar teircipta keiteiratuiran dalam meinjawab peirmaslahan. 

 

E. Analisis Data 

Uintuik meinganalisis data dalam peineilitian ini, peinuilis akan meingguinakan meitodei 

deiskriptif kuialitatif. Meilaluii meitodei ini peirtama-tama dsta diatuir dan disuisuin 

seicara sisteimatis agar meinjadi keisatuian peiristiwa yang uituih seihingga dapat 

dipeilajari seicara meindalam. Hasil analisis data meiruipakan gambaran dan 

peinjeilasan yang sisteimatis teintang data ataui informasi objeik peineilitian yang dapat 

diuiraikan dalam objeik peineilitian.



 
 

V.   PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Beirdasarkan peimbahasan-peimbahasan di atas, maka peineilitian ini meinyimpuilkan 

seibagai beirikuit: 

1. Uirgeinsi adanya peimbaharuian asas leigalitas dalam KUiHP dan KUiHP Nasional 

meimiliki beibeirapa uirgeinsi peinting yaitui asas leigalitas mateiriil leibih 

meineikankan pada teirciptanya keiadilan suibstantif seihingga peineigakan huikuim 

tidak hanya beirgantuing pada teiks huikuim yang kakui, teitapi juiga 

meimpeirtimbangkan konteiks dan nilai-nilai keiadilan dalam masyarakat. 

adaptasi teirhadap Dinamika Sosial Deingan meimpeirhatikan asas leigalitas 

mateiriil, huikuim dapat leibih reisponsif teirhadap peiruibahan norma dan nilai-nilai 

sosial, meimuingkinkan peinyeisuiaian teirhadap peirkeimbangan zaman dan 

keibuituihan masyarakat. Teirhadap peirlinduingan Teirhadap Hak Asasi Manuisia 

Asas leigalitas mateiriil meimbeirikan ruiang uintuik meimpeirtimbangkan hak asasi 

manu isia dalam peineigakan huikuim, seihingga tidak hanya meingeijar keipastian 

huikuim teitapi juiga keiadilan yang leibih manuisiawi. Dalam kaitannya deingan 

peimbeirian sanksi pidana seibagai uipaya uintuik meinghindari dari peimbeirian 

sanksi yang Tidak Proporsional Deingan beiralih kei asas mateiriil teirdapat 

keimu ingkinan uintuik meingeivaluiasi proporsionalitas huikuiman beirdasarkan 

dampak dan konteiks keijahatan, alih-alih hanya beirdasarkan keiteintuian formal. 
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Uirgeinsi lain peintingnya teirhadap peirgeiseiran asas leigalitas formil meinuijui 

leigalitas mateiriil adalah  uintuik meininkatkan Keipastian Huikuim yang Fleiksibeil  

Meiskipuin asas leigalitas formil meimbeirikan keipastian, asas mateiriil dapat 

meinciptakan fleiksibilitas yang dipeirluikan uintuik meinangani kasuis-kasuis yang 

uinik ataui kompleiks, tanpa meingorbankan prinsip keiadilan. Aspeik peinting dari 

uirgeinsi ini ialah uintuik juiga meiningkatan Kuialitas Peineigakan Huikuim seicara 

progreisif deingan peindeikatan mateiriil dapat meindorong aparat peineigak huikuim 

uintuik leibih beirpikir kritis dan meimpeirtimbangkan beirbagai aspeik dalam 

peingambilan keipuituisan, seihingga hasilnya leibih beirkuialitas dan adil. Seirta 

keiseilarasan deingan Prinsip Huikuim Modeirn Banyak neigara modeirn muilai 

meingadopsi peindeikatan yang leibih suibstantif dalam huikuim pidana, seihingga 

peimbaharuian ini juiga akan meimbuiat KUiHP dan KUiHP Nasional leibih seijalan 

deingan praktik inteirnasional. Seicara kompreiheinsif, peirgeiseiran dari asas 

leigalitas formil kei mateiriil akan meimpeirkuiat inteigritas dan reileivansi sisteim 

huikuim pidana Indoneisia, meimbeirikan peineikanan pada keiadilan, dan meinjawab 

tantangan seirta keibuituihan masyarakat yang teiruis beirkeimbang. 

 

2. Peirbandingan asas leigalitas dalam KUiHP (Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana) yang lama dan KUiHP Nasional yang baru i dapat dilihat dari beibeirapa 

aspeik uitama yaitui pada KUiHP lama, Ceindeiruing leibih meineikankan pada asas 

leigalitas formil, di mana peineigakan huikuim leibih meingacui pada teiks dan 

keiteintuian huikuim yang suidah ada, tanpa banyak meimpeirtimbangkan konteiks 

sosial. Seidangkan pada KUiHP Nasional Beiruisaha uintuik meingadopsi asas 

leigalitas mateiriil, yang meimbeirikan ruiang uintuik peirtimbangan nilai-nilai yang 

ada di masyarakat dan hak asasi manuisia dalam peineigakan huikuim yang 
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beirbasis keiarifan lokal. Teintuinya jika dibandingkan leibih jauih lagi maka dapat 

dilihat dari seigi keipastian hu ikuim meingalami peirgeiseiran nilai. Pada KUiHP lama 

Meineirapkan keipastian huiku im yang kakui, di mana seimuia tindak pidana haruis 

jeilas diatuir dalam uindang-uindang Hal ini kadang-kadang meinyeibabkan 

muiltitafsir.  

Seidangkan KUiHP Nasional Meincari keiseiimbangan antara keipastian huikuim 

dan keiadilan, deingan meimbeirikan ruiang uintuik inteirpreitasi yang leibih fleiksibeil 

seisuiai deingan peirkeimbangan sosial. Seicara garis beisar, peirbandingan antara 

asas leigalitas dalam KUiHP lama dan KUiHP Nasional meinuinjuikkan peirgeiseiran 

dari peindeikatan yang kakui dan formal meinuijui peindeikatan yang leibih fleiksibeil, 

adil, dan manuisiawi. KUiHP Nasional beiruisaha uintuik meinciptakan sisteim 

huikuim yang leibih reisponsif teirhadap keibu ituihan masyarakat deingan 

meingadopsi nilai-nilai huikuim yang hiduip dan meinjawab tantangan zaman, 

deingan teitap meinjaga prinsip-prinsip keiadilan dan hak asasi manuisia 

seicara progreisif. 

 

B. Saran 

 

1. Saran keipada peirancang KUiHP Nasional adalah uintuik meingkaji leibih dalam 

impleimeintasi KUiHP Nasional seiteilah peimbaruian asas leigalitas. Peineiliti leibih 

lanju it dapat meingeiksplorasi inteigrasi huikuim hiduip, teirmasuik huikuim adat, 

dalam peineigakan huikuim seihari-hari. Keibijakan yang jeilas dipeirluikan uintuik 

meingakomodasi dan meinghormati huikuim yang hiduip, seirta peineigak huikuim 

haruis meimpeirtimbangkan nilai-nilai dan keiarifan lokal. 

2. Masyarakat peirlui dipahami teintang peiruibahan dalam KUiHP Nasional dan asas 

leigalitas barui meilaluii program sosialisasi dan peindidikan huikuim. Keiteirlibatan 
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masyarakat dalam peimbuiatan peiratuiran daeirah (peirda) yang beirkaitan deingan 

huiku im yang hiduip didalam masyarakat dan  huikuim yang ada di seitiap adat 

istiadat, peinting uintuik meiningkatkan leigitimasi huikuim. Dialog antara 

peimeirintah dan masyarakat adat haruis ditingkatkan. 

Uintu ik meimbanguin kapasitas peineigak huikuim peirlui dilatih uintuik meimahami 

dan meineirapkan huikuim yang hiduip di masyarakat dan huikuim adat agar leibih 

adil dan reisponsif. Eivaluiasi beirkala teirhadap impleimeintasi KUiHP Nasional 

dan asas leigalitas barui juiga dipeirluikan uintuik meimastikan reileivansi huikuim 

deingan peirkeimbangan sosial dan buidaya. 
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